KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

Menimbang

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten /Kota,;

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Keputusan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun 2025
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan umum Kabupaten/Kota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b maka perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gunung Mas tentang Pembentukan Satuan
Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Gunung Mas Tahun 2026;



Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6547);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
Peraturan  Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008
tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4890);



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12
Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 377);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21
Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020
tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata
Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
826);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun
2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi
Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 855 Tahun
2025 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan
Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNG MAS TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GUNUNG MAS TAHUN 2026.
Menetapkan Pembentukan Satuan Tugas  Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas yang terdiri dari:
Ketua Pengarah;
Wakil Ketua Pengarah;
Anggota Pengarah;
Penanggung Jawab;
Ketua;

Anggota; dan

No gk b=

Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah.
Susunan keanggotaan Satuan Tugas Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Gunung Mas sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Wewenang dan tanggung jawab Satuan Tugas Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

1. melaksanakan koordinasi intern tahapan

penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern



KEEMPAT

Pemerintah yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan
pelaporan;

2. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis
penerapan petunjuk teknis dan standar operasional
prosedur penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah; dan

3. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan Badan
Pengawas Keuangan dan Pembangunan.

Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam  Diktum  KESATU

melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:

a. mengarahkan penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai dengan
tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang telah
disusun; dan

b. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

2. Wakil Ketua Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:

a. Membantu dalam mengarahkan penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah agar sesuai
dengan tujuan, kebijakan dan rencana tindak yang
telah di susun;

b. Mengkoordinir pelaksanaan monitring terhadap
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah; dan

c. Melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem
Penyelenggaraan Intern Pemerintah kepada Ketua
Pengarah.

3. Anggota Pengarah, dengan tugas sebagai berikut:

a. Membantu dalam mengarahkan penyusunan
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah agar sesuai dengan tujuan, kebijakan,

dan rencana tindak yang telah disusun;



b. Melaksanakan pengendalian untuk menjamin
kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;

c. Melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan

d. Melaporkan Hasil Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah kepada Wakil Ketua
Pengarah.

4. Penanggung Jawab, dengan tugas sebagai berikut:

a. bertanggung jawab dalam efektivitas
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah;

b. melaksanakan pengendalian untuk menjamin
kualitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah;

c. melakukan monitoring terhadap penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; dan

d. melaporkan hasil penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah kepada Ketua
Pengarah.

5. Ketua, dengan tugas sebagai berikut:

a. merumuskan dan menyusun rencana tindak serta
jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah sesuai dengan arah
dan kebijakan yang telah ditetapkan;

b. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan
kegiatan tim Satuan Tugas;

c. melakukan koordinasi, integrasi dan monitoring
penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah pada Bagian dan Sub Bagian;

d. melakukan koordinasi dan sinergi dengan Satuan
Tugas Pembinaan Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah pada Perwakilan

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan dan



Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi
Pemilihan Umum; dan

e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah kepada
Penanggung Jawab.

6. Anggota, dengan tugas sebagai berikut:

a. membantu mengidentifikasi dan menetapkan
kegiatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
tugas dan fungsi di masing-masing Sub Bagian;

b. membantu dalam melaksanakan dan menerapkan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam
setiap kegiatan di masing-masing Sub Bagian;

c. membantu dalam memantau progress pelaksanaan
kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
masing-masing Sub Bagian;

d. membantu menyelenggarakan kegiatan
Pengendalian sesuai dengan karakteristik, ukuran,
kompleksitas, serta sifat dari tugas dan Fungsi
masing-masing Sub Bagian;

e. mendokumentasikan pelaksanaan penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

f. mengisi kartu kendali sesuai dengan identifikasi
kartu kendali; dan

g. membantu menyusun laporan kegiatan
pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah pada Ketua Pengarah.

7. Anggota merangkap operator SPIP, Selain menjalankan
tugas sebagai anggota juga mempunyai tugas sebagai
berikut:

a. Mengkompilasi kartu kendalisesuai dengan hasil
identifikasi kartu kendali; dan

b. Mengunggah kartu kendali dan dokumen
pendukung dalam aplikasi e-SPIP.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas Nomor



15 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun

pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

ELFRINST GUNANDRY TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

An Sari Asie



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 2 TAHUN 2026

PEMILIHAN

UMUM

TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM

PENGENDALIAN
LINGKUNGAN

INTERN
KOMISI

PEMERINTAH DI
PEMILIHAN

UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

SUSUNAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2026

NO.

NAMA

JABATAN

KEDUDUKAN DALAM
SATUAN TUGAS

2

3

4

ELFRINST G. TUMON

KETUA / ANGGOTA KPU
KABUPATEN GUNUNG MAS

KETUA PENGARAH

SUWARSONO

ANGGOTA DIV. HUKUM DAN
PENGAWASAN KPU KABUPATEN
GUNUNG MAS

WAKIL KETUA
PENGARAH

HARDIMAN NAINGGOLAN

ANGGOTA KPU KABUPATEN
GUNUNG MAS

ANGGOTA PENGARAH

ANGGOTA KPU KABUPATEN

4. | IHWAN GUNUNG MAS ANGGOTA PENGARAH
ANGGOTA KPU KABUPATEN
5. | SUGIONO GUNUNG MAS ANGGOTA PENGARAH
6. | FRANSISKUS HARTANTO SEKRETARIS PENANGGUNG JAWAB
KASUBBAG TEKNIS
7. | ANTIKA SARI ASIE PENYELENGGARA PEMILU DAN KETUA
HUKUM
KASUBBAG PERENCANAAN, DATA
8. | ERMA PUSPITASARI DAN INFORMASI ANGGOTA
KASUBBAG KEUANGAN, UMUM
9. | LUTERI SUPRIETNO DAN LOGISTIK ANGGOTA
KASUBBAG PARTISIPASI
10. | YUSLIAHANYI RASI RATANATA MASYARAKAT DAN SDM ANGGOTA
PENATA KELOLA PEMILU AHLI
11. | TIMOTIUS HELWIN PERTAMA ANGGOTA
PENATA KELOLA PEMILU AHLI
12. | YUSIANA PERTAMA ANGGOTA
PENATA KELOLA PEMILU AHLI
13. | NOVIA PERTAMA ANGGOTA
PENATA KELOLA PEMILU AHLI
14. | MADE KASTRE BUJANE PERTANA ANGGOTA
ANGGOTA
15. | ARIYA PANJI ANUGRAHNO ANALIS PEMILIHAN UMUM MERANGKAP
OPERATOR SPIP
ANGGOTA
16. | FEBY KURNIAWAN D G P ORAR DAN MERANGKAP
OPERATOR SPIP
ANGGOTA
17. | DEDY PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN MERANGKAP
OPERATOR SPIP
ANGGOTA
18. | SESKRONIKA VERIFIKATOR KEUANGAN MERANGKAP
OPERATOR SPIP
PENATA KELOLA SISTEM DAN ANGGOTA
19. | FITRI HANDAYANI MERANGKAP

TEKNOLOGI INFORMASI

OPERATOR SPIP




PENATA KELOLA SISTEM DAN

ANGGOTA

18. | TEGAR PRATAMA PUTRA MERANGKAP
TEKNOLOGI INFORMASI OPERATOR SPIP
ANGGOTA
19 | USRI SAGALA PE?%IE?\ISE é?}%?Ni‘Ig’IIQ‘%/II\gSDIAN MERANGKAP
OPERATOR SPIP
ANGGOTA
20 | AFIAN NUGROHO MUKTI PE?%E%SE%%%?N?;gE%}gSDIAN MERANGKAP
OPERATOR SPIP
ANGGOTA
ot | oo PENYUSOUMATERL KON DAY | o
} OPERATOR SPIP
ANGGOTA
22 | I MADE DWI EDI SUGIARTA PEN;{SSSII\?DB&ANTC‘}EEII\I}[I)XﬁgXNDAN MERANGKAP
} OPERATOR SPIP
ANGGOTA
23 | APRIAN RAHARJA PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN MERANGKAP
OPERATOR SPIP
ANGGOTA
24 | AHMAD INSAN PENS?;%SI(%?\EZ?JNAN MERANGKAP
OPERATOR SPIP
ANGGOTA
25 KODYA SARI SB LAMBUNG PEESQI]{DAI\/;II,INCI)SR’I“AIT\IASI MERANGKAP
OPERATOR SPIP
ANGGOTA
26 | ANDRIANUS PRATAMA OP%%R%RSIL £§:§ AN MERANGKAP
OPERATOR SPIP
ANGGOTA
27 | APRIYANTO OPEORP%I‘R%RSIL §§:§ AN MERANGKAP
OPERATOR SPIP
ANGGOTA
28 | SANDI HARDIYANTO PEESSI?AB%TN(I)%&RI\?SI MERANGKAP
OPERATOR SPIP
ANGGOTA
29 | MIK BEBONLI PENATA KEI;L}::%I,{‘/Z;%MILU AHLI MERANGKAP
OPERATOR SPIP
ANGGOTA
30 | JEFRI MAULANA PELAKSANA MERANGKAP

OPERATOR SPIP

Salinan sesuai dengan aslinya

Ditetapkan di Kuala Kurun

pada tanggal 2 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS,

ELFRINST GUNANDRY TUMON

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GUNUNG MAS

Kasubbag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,

An Sari Asie




